
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil temuan an analisis dari pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan berikut ini: 

1. Lembaga kejaksaan Negri Padang mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pengelolaan barang bukti baik dalam tahap penyidikan dan 

penuntutan, selain itu Lembaha Kejaksaan juga sangat berperan dalam 

pengelolaan barang bukti setelah adanya Putusan Pengadilan yang inkrah, 

dan Lembaga Negeri Padang telah menjalankan Fungsinya sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan 

2. Dalam mengelola barang bukti Kejaksaan Negeri padang memnghadapi 

beberapa kendala di antaranya Kurangnya Gudang Penyimpanan Barang bukti , 

dan Kurangnya kesadaran masyarakat mengambil barang yang telah 

memperoleh putusan hakim yang inkrah. Sehingga menyebabkan penumpukan 

di gudang. 

B. Saran 

 

1. Dalam pengelolaan barang bukti baik dalam tahap penyidikan dan 

penuntutan,Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan 

sarana dan prasarana tersebut misalnya berupa gudang yang dimaksud 

untuk melaksanakaan penyimpanan barang agar lebih tertata dan tidak 

menumpuk. 
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2. Dalam pengelolaan barang bukti yang telah mendapat kekuatan hukum 

tetap untuk dikembalikan seharusnya masyarakat yang mempunyai hak 

atas barang tersebut dapat melakukan pengambilan barang tersebut 

sehinggatidak terjadi penukan dan pembengkakan biaya perawatan barang 

tersebut. 
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